12. IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS/49426/ ANGKUTAN SEWA KHUSUS/MENENGAH TINGGI

1 JENIS LAYANAN/ KBLI/ | IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS/49426/ANGKUTAN SEWA
* | NAMA KBLI / RISIKO KHUSUS/MENENGAH TINGGI
2. | DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Perizinan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM
12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada
Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor
Trasportasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PelayananTerpadu Satu Pinty;

Persyaratan Umum Usaha

3. PERSYARATAN Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.
LAYANAAN Persyaratan Khusus Usaha

a. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota
koperasi dengan perusahaan atau koperasi khusus untuk
yang berbentuk badan hukum;

b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

¢. Buku pemeliharaan (service) berkala dari bengkel resmi yang
ditunjuk oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)/Agen
Pemegang Merk (APM);

d. Foto kendaraan yang akan diberi perizinan berusaha;

e. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
(kuota) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,atau
Gubernur;

f. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatanuntuk
badan hukum atau surat pernyataan komitmen kesanggupan
melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan untuk Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling lama 3 (tiga) bulan
sejak perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus diberikan;

g. Memenuhi standar pelayanan minimal Angkutan Sewa
Khusus.




MEKANISME/ PROSEDUR

5.

. Pemohon mengakses laman 0SS untuk menginput data pemohon

secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau
Izin

. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari

Pelaku usaha dalam system 0SS

. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis

Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem 0SS, jika
belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikaksi
perbaikan persyaratan.

. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit

Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP

Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha
pada Sistim 0SS

6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi
WAKTU PELAYANAN 5 ( lima ) Hari
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